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KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO 

"UNTUK KEADILAN" 

SERITA ACARA 
PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN 

BA-17 P 

---------Pada han ini 



' 
• 

Yang bertanda tangan dibawah ini saya : 

Nama Lengkap 
Tempat Lahir 
Umur/ Tanggal Lahir 
JenisKelamin 
Kebangsaan/ 
Kewarganegaraan 
Tempat Tinggal 
Kab. Pohuwato 
Agama 
Pekerjaan 
Pendidikan 

DJUMLIAN B. ONTO Alias YULI 
Molosipat 
27 Tahun/ 15 September 1991 
Perempuan 

Indonesia 
Dusun Permai Desa Padengo, Kee. Popayato Baral, 

Islam 
Wiraswasta 
Madrasah Aliyah (tamaVBerijazah) 

Dengan ini menyatakan sanggup/ tidak sanggup melunasi pembayaran denda 

sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berdasarkan Keputusan Pengadilan Tinggi 

Gorontalo Nomor: 65/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018. 

Pembayaran akan kami lakukan selambat-lambatnya tanggal .0.'o.·. Desember 2018, 

apabila sampai tanggal .P.



... . . ' 
KEJAKSAAN NEGERI BAOLE'MO 

" UNTUK KEADILAN " 
SURAT PERINTAH 

PELAKSAN.',AN PUTUSAN PENGADILAN 
NOMOR: PRINT- 739/R.5.12/Euh.3/1212018 

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO 

P-48P 

Oas a r 

Pert imbangan 

Kepada 

1. Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor :65/Pid.Sus/2018/PT 
GTO Tanggal 27 November 2018. 

2. Undang-Undang Republik Indon esia Nomor 3 Tahun 1950 tentang 
grasi I Pasal 3 dan 14 UU No. 2/PNPS/1964 tentang pelaksanaan 
pidana mati "). 

3. Pasal 46 (2), 191, 192, 193, 194, 1butir 6a Jo 270, 273 KUHAP 
4. UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. 

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tersebut telah 
memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada tanggal 3 
Oesember 2018 dan o leh karena itu perlu segera dilaksanakan. 

2. Bahwa sebaqat pelaksanaannya per1u dikeluarkan Surat Penntah 
Kepala Kejaksaan Negeri Boalemo. 

MEMERINTAHKAN 
1. Nam a MUHAM MADONG, SH 

Pangkat/ Nip : Jaksa Muda I Nip. 197505091997031002 
Jabatan Jaksa Penun tut Umum 

2. 

3. 

Nama 
Pangkat I Nip: 
Jabatan 

Nam a 
Pangkat I Nip : 
Jabatan 

MUHAMMAD RACHMADHANl,SH 
Jaksa Muda I 19810724 2006031002 
Jaksa Penun tut Umum. 

SYAHRIANTO SUBUKI, SH 
Ajun Jaksa/ Nip. 19900109 2014031003 
Jaksa Penun tut Umum. 

Un tu k 1. Melaksanakan Putusan Pengadilan Tingg i Gorontalo Nomor 
:65/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 November 2018 atas nama 
terpidana DJUMLIAN B. ONTO Alais YULI melanggar pasal 520 
UU Ne 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 

2. Melaksunakan perintah yang terdapat dalam Putusan Pengadilan 
Tinggi Gorontalo Nomor :65/Pid.Sus/2018/PT GTO Tanggal 27 
November 2018 

3. Melaporkan setiap pelaksanaan surat perintah ini dengan Serita 
Acara. 

4. Agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

, LU KAN DI: TILAMUTA. 
GGAL : 3 Desember 2018 

PRATAMA NIP. 19630610 198403 2 001 
TEMBUSAN: 
1. YTH. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI GORONTAL 
2. YTH. ASISTEN BIDANG PIDUM KEJATI GORONTALO. 
3. YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI TILAMUTA. 
4. YTH. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH GORONTALO. 
5. YTH. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BOALEMO. 
6. ARSIP 
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KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO. 
"UNTUK KEADILAN" 

PEMBERITAHUAN l'EMIDANAAN BEl!SYARAT 
DAITAR DIMAKSUD PADA PASAL PASAL DARI ORDINANSI 

TANGGAL 6 NOVEMBER 1929 S. 1976-487, Pasal 14 a dan c KUI-IP 

Terdakwa I : 

P-51 P 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13 

14 
15. 
16 

19 

20 
21 
22 
23 

Nama Lengkap 
Tcmpat Lahir 
Umur/ Tanggal Lahir 
JcnisKelamin 
Kcbangsaan/ 
Kcwargancgaraan 
Tempat Tinggal 

Agama 
Pckerjaan 
Pcndidikan 
Kawin atau belum 
Nama Orang Tua 
Tanggal jatuhnya Pidana/ 
Tanggal memperoleh kekuatan 
Hukum Tetap 
Pcngadilan yang mcnjaluhkan 
Jcnis Pcrbuatan yang dilakukan 
Pasal-pasal dan amar Putusan 

pcrjanjren. 
Prdana tambahan yangjuga tennasuk 
dalam perjanjian. 
Masa pcrcobaan 
Mulai masa pcreobaan 
Kira-kira habisnya masa pcrcobaan 
Syarat khusus yang ditctapkan dalam 
Putusan Hakim 

DJ UM LIAN B. ONTO Alias YUL! 
Molosipat 
27 Tahun/ 15 September 1991 
Perempuan 

Indonesia 
Dusun Pcrmai Desa Padcngo, Kee. Popayatc Baral, 
Kab. Pohuwato 
Islam 
Wrraswasta 
Madrasah Aliyah (tamat/Bcrijazah) 
Kawin 

27 November 2018 
Pcngadilan Tmggr Coronrclo 
undak Pidana Pcmilu 
pasal 520 UU No.7 Tnhun 2017 tcntang Pc,nil ihan 
Umum 
I (satu) tahun dengan rnasa percobaan selama 2 
(dua) lahun dan dcnda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga 
juta ru1>iah) dcngnn ketentuan apabila dcnda 
tcrscbut tidak dibayar mnkn diganti dcngan pidana 
kurungan selarna 3 (tiga) bu Ian 

2 (dua) Tahun 
4 Dcscmbcr 2018 
4 Dcscmbcr 2020 

17 Prdana yang dikcnakan juga Pidana 
Pengganti 

18 Pidana Pokok yang dijatuhkan dcngan 

Tembusan 
I. Yth. Bapak JaksaAgung Muda Pidana Umum (JAM PIDUM ); 
2. Yth. Bapak Kcpala Kcjaksaan Tinggi Gorontalo; 
3. Yth. Kepala Kepolisian Rcsor Boalc,no; 
4. Yth. Kcpala Balai BAPAS Gorontalo; 
5. Yth. Kepala Dcsa Padengo, Kee. Popayato Barat, Kah. Pohuwato. 
Dilampirkan photo terlampir dan Cap 3 (tiga) jari tegah kanan. 
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SURAT SETORAN 

BUKAN PAJAK 

(SSBP) 

OEPARTEMEN KEUANGAN R.I. 

DITJEN PERBENOAHARAAN 

KPPN 
8 0 No.B. 'f Pj 

Tanggal: 
lf, ,5.12/Cum/12/201 B 

6 -! d-- - 2018 

LEMBAR I 

UNTUK WA.JIB SETOR 

BENDAHARA PNBP 

BENOAHARA KHUSUS PENERIMA KEJARI BOALEMO 

Jl . l Alkhalrat Oesa Modelomo Kab.Boalemo Kec.Tilamuta 

,. 1_0



KEJAKSAAN NEGERI BOALEMO 

KARTU DISPOSISI 

Nomor 

Tanggal 

lndeks Tanggal Penyelesaian 

Tanggal I Nomor :/0 lfeo·d-QtJ) 

Asal : f)P-7rfp(11(17" 

: ! !t:'l 3 
: Id- · I '° -.3-e> /cf 

/. 1,; 
;,



UNTUK OINAS 

f'UTUSAN 

,• I o.J .\ 
, " ·, 

' 



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Desa Piloliyar,ga k



. I • j 
\. 

ii --,. 
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' "' ' Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo. kemudian pada langgal 20



., 
anggarannya bersumber dari keuangan negara; 

i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu: 

j. Surat pemyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh I (satu) partai 

politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di alas kertas 

benneterai cukup; dan: 

k. Surat pemyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada I (satu) daerah 

pemilihan yang ditandatangani di alas kertas bermeterai cukup; 

Bahwa temyata Terdakwa hanya menyerahkan kelengkapan adminislrasi kepada 

saksi Zulkifli Alwi selaku operator pada Kantor DPC Partai Kebangkijan Bangsa 

Kabupaten Boalemo, hanya 3 (tiga) persyaratan yaitu berupa photocopy KTP, 

photocopy ljazah dan pasphoto. Sedangkan persyaratan administrasi lainnya 

terdakwa menyerahkan tanggungjawab kepada Zulkifli Alwi unluk melengkapinya. 

Padahal terdakwa tahu bahwa salah satu persyaratan administrasi yaitu Surat 

\ keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari 

penyalahgunaan narkotika harus terdakwa sendiri yang melakukan pemeriksaan 

ke Rumah Saki! Tani dan Nelayan Kabupalen Boalemo; 

,.,, .• ,.,:(, .,,. Bahwa karena Terdakwa menyerahkan pembuatan surat kelerangan sehat 
/./-;- •/ "\ 

-



Umum Kabup aten Boaleroo dan persyaratan adrninistrasi terd



I 
(( 

5. Fote copy tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD 



22.Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RST-N K;!_b. Boalemo 

atas nama Abd. Gawi Djalar tertanggat 24 Agustus 2018: 

(Dikembalikan kepada Kantor llawaslu Kabupaten Boalemo.) 

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua 

ribu lima ratus rupiah): 

Menimbang, bahwa berdasall<an tuntutan pidana tersebul. Pengadilan Negeri 

Tilamuta telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 

1. Menyatakan Terdakwa Djumlian B. Onto alias Yuli. terbukli secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ·Memakai surat atau dokumen 

palsu" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut; 

2. Menjatuhkan pidana kepada T erdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selarna 1 (satu) tahun; 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada 

pulusan Hakim yang menyatakan T erdakwa bersalah melakukan tindak pidana 

sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir, 

4. Menetapkan barang bukli berupa: 

Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehal tertanggal 31 Juti 2018 

atas nama Rustam Bol<ings; 

Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 

atas narna Djumlian B. Onto: 

Asli 1 (satu) lembar sural keterangan berbadan sehal tertanggal 31 Jufi 2018 

alas nama Abd. Gawi Djafar; 

4. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehal lertanggal 31 Juti 2018 

atas nama Suhami Djabani; 

5. Fotokopi tanda daftar bakal calon ar.ggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo 

dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir) 

6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan adminislrasi bakal calon anggota 

legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir); 

7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon 

anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir); 

8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) angota-anggota legislatif DPRD Kab. 

Bolaetno Partai Kebangkrtan Bangsa (dilegalisir): 
c 

9. Fotokopi daftar calon tetap (OCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo 

Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir); 

Dikembalikan kepada Saiful Kaku. S.Hi 

Holoman 8 dori 14 Putusan Nomor 65/PID.SUS/2018/PT GTO 
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1. Asli 2 (dua) lernbar Surat KPU Kab. Boalerno Nornor 141/P .l.01.4- 

S0/75120/KPU-Kab/Vlll/2018 tmggal 31 Agustus 2018 perihal Pembefitahuan 

Bes a rta Lampiran; 

2. Asli 1 (satu) lernbar Surat KPU Kab. Boalerno Nornor 131/P.l.01.4- 

S0/75120/KPU-Kab/Vlll/2018 tanggal 26 .Agustus 2018 perihal Pennintaan 

Klarffil<asi; 

3. Asli 2 (dua) lernbar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nornor 03-DPC/PKB- 

S0/75120/KPU-Kab/Vlll/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klamikasi 

Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo; 

4. Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi lemuan (from B); 

5. Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak 

pidana pernilu; 

6. Fotokopi 1 (satu) \embar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo 

tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir): 

7. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaflaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo 

A-,



' 
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Menimbang, bahwa sehubungan dengan permin\aan bandin·g,· \ersebu\ 

Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 November 2018 dan 

Mernori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Kuasa 

Hukum Terdakwa pada tanggal 23 November 2018: 

Menimbang. bahwa sebetum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi. 

kepada Penuntut Umum dan T erdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari 

berkas perkara (inzage) sebagaimana Relaas Pemberi\ahuan Mempelajari Berkas 

Banding kepada Jaksa PenunM Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti 

Pengaditan Negeri Tilamuta tanggal 14 November 2018 dan Relas Pemberitahuan 

Memeriksa/Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Kuasa T erdakwa yang 

dibuat oleh Jurusita Pengganti Pcngadilan Negeri Gorontalo tanggal 15 November 

2018; 

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang 

diajukan olch PenunM Umum \ersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan 

cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan 

banding tersebut secara formal dapat diterima; 
vi-;: ":"" :-- i' , .. r,1:,



; . 

ajukan 
., : fi,. 

pidana '.yan,9,;Jami . ' 
-, ' 

permohonan banding dan memutuskan sesuai tuntutan 

tanggal 8 November 2018; 

Menimbang, bahwa Terdakwa alau Penasihat Hukum Terdakwa tidak 

mengajukan kontra memori banding; 

Menimbang. bahwa setelah Majetis Hakim Tingkat Banding mempetajari dan 

meoeliti dengan seksama bersas pe<kara serta turunan resmi putusan Pengadilan 

Negeri Tilamuta tanggal 12 November 2018 Nomor 77/Pid.Sus/2018/PN Tmt serta 

Mesnori Banding, maka Majetis Hakim Tingkat Banding memberikan pertmbangan 

sebagai berikut ; 

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama 

yang berpeudapat bahwa unsur ·dengan sengaja membuat surat alau dokumen 

patsu• tetah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding 

tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena konstruksi pertimbangannya 

dipaksakan karena : 

1. Saksi Herso n Tina alias Tina menerangkan bahwa ia tidak mengetahui perbuatan 

Zulkifli Alwi melakukan perbuatan menscan surat kelerangan sehal jasmani milik 

Haris Bono menjadi alas nama Terdakwa. Saksi juga tidak mengelahui siapa 

yang menyuruh Zulkifl i Atwi mematsukan surat keterangan sehat jasmanai 

tersebut; 

Saksi Zulkifli Alwi menerangkan bahwa dia yang melakukan pemeriksaan 

ketengkapan administrasi bakal calon anlara lain T erdakwa dan menemukan 

kekurangan kelengkapan berdasarkan chek list berupa surat keterangan sehat 

jasmani dari Terdakwa tidak ada. Karena pada saat itu langgal 31 Juli 2018. 

merupakan hari terakhir penyerahan kelengkapan administrasi sampai dengan 

pukul 24.00 WIT A. Sehingga saksi merasa kebingungan dan lerdesak serta tanpa 

perintah dari siapapun dan alas inisiatif sendiri mengscan surat kesehalan 

jasmani milik bakal calon Haris Bano dengan mengganti isi surat kesehalan 

jasmani tersebut atas nama T erdakwa dan juga bakal calon lainnya yang lidak 

memiliki surat keterangan sehat jasmani serta mempersiapkannya dalam bentuk 

sofl copy dan hard copy; 

3. Terdakwa dalam keterangannya menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah 

meminta siapapun untu k mensca n atau memalsukaq surat keterangan sehat 

jasmani untu k dtgunakan meJeng kapi dokumen syarat administrasinya; 

Maka lelah jelas bahwa yang menscan atau memalsu sural kelerangan sehat 

jasmani alas nama Haris Bono menjadi dirubah/diganti alas nama T erdakwa adalah 

mumi inisiatif Zutk ifl i Atwi tanpa ada perintah. arahan maupun sepengetahuan dan 

Holoman 11 dari 14 Putusan Nomar 65/PID.SUS/2018/PT GTO 



campur tangan dari saksi Herson Tina dan T erdakwa. Oleh kareha itu,ip_erbuatan 

T erdakwa tidak memenuhi unsur membuat surat atau dokumen palsu; 

Menimbang, bahwa yang didakwakan kepada T erdakwa adalah Pasal 520 

Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang bunyinya 

sebagai berikut : 

Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu 

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang 

yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon 

ar,ggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupatenlkota, untuk menjadi Pasangan 

Galon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan 
• 

PasaJ 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda 

paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

Maka unsur-unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif, yaitu ke 1- berupa 

unsur seliap orang yang dengan sengaja membua1 surat atau dokumen palsu dengan 

rnaksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, dan ke-2 berupa unsur 

setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi 

baka1 calon anggota DPR. DPD. DPRD provinsi, DPRD kabupatenlkota. untuk 

,. ., ... c, , menjadi Pasangan Galon Pres iden dan Wakd Presiden: . ,, ·, 
1'.,.1 :· 



., 
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' ' Ternyata dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya 

tidak menjatuhkan pidana denda, oleh karena itu putusan tersebut harus diperbaiki 

dengan menambah menjatuhkan pidana denda kepada T erdakwa; 

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat 

Bandilg sepe, ldapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang 

menyatakan bahwa T erdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya . maupun 

mengenai penjaluhan pidana kepada T erdakwa berupa pidana percobaan karena 

Terdakwa bukan orang yang berinisiatif membuat surat atau dokumen palsu, surat 

keterangan sehat jasmani serta yang mengurus kelengkapan syaraVsurat lersebut 

untuk peocalonan Terdakwa sebagai calon anggota OPRD diurus dan dilengkapi oleh 

orang lain; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan 

Pengadilan Negeri Tilamula tanggal 12 November 2018 Nomor n/Pid.Sus/2018/PN 

Tm! haruslah dipemaiki sekedar menambah mengenai penjatuhan pidana denda, 

sedangkan putusan yang selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana 

terseoot di bawah ini; 

Menimbang, bahwa ka,ena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya 

dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan; 

Memperhatikan. pasal 520 Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 2017 

Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; 

MENGADILI: 

Mer.eth1sa perm intaan banding dari PenunM Umum; 

Memperbaiki putusan Pengadilan Nege1i Tilamuta tanggal 12 November 2018 

Nomor nJPid.Sus/2018/PN Tmt sekedar menambah mengenai penjatuhan pidana 

denda kepada Terdakwa; 

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.00 (liga juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 

pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 12 Novemher 2018 

Nomor nJPid.Sus/2018/PN Tmt tersebut untuk selebihnya; 

Membebankan biaya perkara kepada T erdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang 

di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah). 

Demikianlah diputuskan dalam peimusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan 

T,nggi Gomntalo pada hari &•nin tanggal 26 November 2018 oleh kam, : Achmad 

Riva'i, S.H., M.H., Hakim Ting



Pontoh, S.H., M.H.. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua 

Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 19 November 2018 Nomoc 

65/PIO.SUS/2018/PT GTO untuk memenksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat 

banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 

diucapkan daiam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi 

Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu H. Muh. Aklnn Malie, S.H., Panitera 

Pengganti pada Pcngadilan Tinggi tersebut. tanpa dihadiri Penuntut Umum dan 

Terdakwa maupun Penasihal Hukumnya. 

Hakim Anggota, 

Ttd. 

Musthofa. S.H. 

Ttd. 

Halimah Pontoh. S.H .. M.H. 

Hakim Ketua, 

Ttd. 

Achmad Riva'i. S.li .. M.H. 

Panitera Pengg anti, 

Ttd. 

H. Muh. Al:lnn Malie. S.H. 

• . 

TURUNAN RESMI 

PENGADILAN TINGGI <>9RONTALO 

WA RV 

SH.MH 
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